
 

 

 

 

 

 

BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 24 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK                           

NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN                  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

BUPATI NGANJUK, 
 

Menimbang : bahwa dengan telah disampaikannya Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan telah diundangkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah,  serta memenuhi ketentuan 

yang diatur dalam Romawi V Hal Khusus Lainnya angka 26  

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  33  Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mengubah 

yang ketiga Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
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Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana  telah  diubah  dengan   Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 

34. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah; 



 
 

- 6 - 

35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

37. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020; 

38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun 2020; 

39. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2011; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus di Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 

2018; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah; 
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47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksananan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62  Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

Daerah; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33  Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Insentif Daerah; 

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 

2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (COVID–19); 

57. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 Dalam 

Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19);  

58. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020; 
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59. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 

2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil 

Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 

Nomor 16); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor                                           

08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun  2010 Nomor 01) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan   Daerah   Kabupaten   

Nganjuk    Nomor  06  Tahun 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2013  Nomor 01); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor                                           

03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun  2011 Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   Daerah   

Kabupaten   Nganjuk    Nomor  3 Tahun 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018  Nomor 4 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor                                           

04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun  2011 Nomor 

02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   Daerah   

Kabupaten   Nganjuk    Nomor  4 Tahun 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018  Nomor 5 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor                                           

07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun  2012 Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   Daerah   

Kabupaten   Nganjuk    Nomor  6  Tahun 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018  Nomor 7 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9) ; 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 

2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 

Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan   Daerah   Kabupaten   Nganjuk    Nomor  3  

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2016  Nomor 4); 



 
 

- 9 - 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun  2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan   Daerah   Kabupaten   Nganjuk    Nomor  9  

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2018  Nomor 9); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun  2016 Nomor 9); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun  2017 Nomor 4); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun  2019 Nomor 2); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2  Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2 ); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2020 Nomor 12 ); 

73. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 

Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 

Nomor 14).  

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan 

Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

 

Mengubah yang ketiga Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 46) sebagai berikut:  

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun          

Anggaran 2020 terdiri atas:    

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 304.927.652.154,94 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.385.399.492.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan  

yang Sah Rp. 545.367.379.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 2.235.694.523.154,94 

2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 1.025.217.928.100,00 

2) Belanja Hibah Rp. 34.915.740.956,00 

3) Belanja Bantuan 

Sosial Rp. 10.866.451.100,00 

4) Belanja Bagi Hasil 

kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa Rp. 10.304.216.300,00 

5) Belanja Bantuan  

Keuangan kepada  

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah  

Desa dan Parpol Rp. 392.122.581.200,00 

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 279.489.551.360,94 

 Rp. 1.752.916.469.016,94 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 55.579.090.934,00 

2) Belanja Barang dan  

Jasa  Rp. 461.812.718.054,34 
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3) Belanja Modal Rp. 158.200.315.800,66 

 Rp. 675.592.124.789,00 

 Jumlah Belanja Rp. 2.428.508.593.805,94 

 Surplus/(Defisit) Rp. (192.814.070.651,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp. 216.814.070.651,00 

b. Pengeluaran Rp. 24.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 192.814.070.651,00 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

 

 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 tercantum dalam 

lampiran I Peraturan  Bupati ini. 

Pasal  3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 yang mengalami perubahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal  4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal  5 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal  II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 

Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal   18 Mei 2020      

     

BUPATI NGANJUK, 

 

ttd, 

 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

 
Diundangkan di   Nganjuk 
pada tanggal  18 Mei 2020  
    

Pj.SEKRETARIS DAERAH 
 
 

ttd, 
 

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si 
Pembina Utama Muda                                                                                                   

NIP. 19661227 198602 1 001 
 

BERITA   DAERAH    KABUPATEN    NGANJUK   TAHUN   2020   NOMOR   24   

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si 

Pembina  

NIP. 19660710 199202 1 001 
 
 
 
 

    

Plt.SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA DINAS PERTANIAN  

 

 

ttd, 

 

Ir. AGOES SOEBAGIJO 

Pembina Utama Muda  

NIP. 19600812 199103 1 013 

 



 
 

- 13 - 

BERITA   DAERAH    KABUPATEN    NGANJUK   TAHUN   2018   NOMOR  20     

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

 

ELLY HERNATIAS,SH,MM 

Pembina Tingkat I 

 NIP. 19661107199403 1 005 
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